BAB Il
TEORI KETENTUAN WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM
DAN MASLAHAH MURSALAH

A. Ketentuan Umum Tentang Wali Nikah
1) Pengertian Wali Nikah

Adapun yang dimaksud dengan perwalian secara terminologi para fugaha
(pakar hukum Islam) seperti diformulasikan Wahbah al-Zuhayli ialah
“kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin
seseorang.”® Sejalan dengan itu menurut Amir Syarifuddin, yang dimaksud
dengan wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya

berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain.?

Kata wali berasal dari (W5 - -J1s) yang secara harfiah berarti yang
mencintai, teman dekat, sahabat, yang menolong, sekutu, pengikut, pengasuh
dan orang yang mengurus perkara (urusan) seseorang.*® Atas dasar pengertian
kata wali tersebut, dapatlah dipahami dengan mudah mengapa hukum Islam
menetapkan bahwa orang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan
anaknya adalah ayah. Alasannya, karena ayah adalah orang yang paling dekat,
siap menolong, bahkan yang mengasuh dan membiayai anak-anaknya. Jika tidak
ada ayah, barulah hak perwaliannya diganti oleh keluarga dekat lainnya dari
pihak ayah sebagaimana dibahas panjang lebar dalam buku-buku figih.

Sebagian ulama, terutama dari kalangan Hanafiah, membedakan perwalian

ke dalam tiga kelompok, yaitu perwalian terhadap jiwa (a/-walapa ala an-nafs),

\Wahbah Az-Zuhayli, Figih Islam, Jakarta: Gema Insani, 2011, 178.
2Amir Syarifuddin, Hukum Pernikahan Islam di Indonesia,Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, 69.

*Ipid., 69.

18



19

perwalian terhadap harta (al-walayah ala al-mal), serta perwalian terhadap jiwa
dan harta sekaligus (a/-walapah ala an-nafsi wa al-mak ma” an).*

Perwalian dalam nikah tergolong ke dalam a/-walapah ala an-nafs, yaitu
perwalian yang bertalian dengan pengawasan (a/-isyarat) terhadap urusan yang
berhubungan dengan  masalah-masalah  keluarga  seperti  perkawinan,
pemeliharaan dan pendidikan anak, kesehatan, dan aktivitas anak (keluarga) yang
hak kepengawasannya pada dasarnya berada di tangan ayah, atau kakek, dan para
wali yang lain.*

Perwalian terhadap harta ialah perwalian yang berhubungan dengan ihwal
pengelolaan kekayaan tertentu dalam hal pengembangan, pemeliharaan
(pengawasan), pembelanjaan. Adapun perwalian terhadap jiwa dan harta ialah
perwalian yang meliputi unsur-unsur pribadi dan harta kekayaan, dan hanya
berada di tangan ayah dan kakek.*

Wali nikah adalah: “orang laki-laki yang dalam suatu akad pernikahan
berwenang mengijabkan pernikahan calon mempelai perempuan”.**Adanya wali
nikah merupakan rukun dalam akad pernikahan. Dalam Ensiklopedia Islam di
Indonesia dibahas tentang wali, yaitu wali hakim. Wali Hakim ialah wali dalam
suatu perkawinan bagi wanita yang tidak ada walinya, maka hakim setempat

yang menjadi walinya.*Kemudian Sayid Sabiq dalam karangannya Figih Sunnah

* Ibid.,
% bid.,
“Ibid., 135-136.
** Departemen Agama RI, Ensiklopedia Islam di Indonesia, Jakarta: Dirjen Pembinaan
gelembagaan Agama Islam, 1992/1993, 1285.
Ibid
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7/, disebutkan, wali nikah adalah suatu yang harus ada menurut syara’ yang
bertugas melaksanakan hukum atas orang lain dengan paksa.*®

Abdurrahman Al-Jaziri mendefinisikan wali nikah, sebagai berikut:

98 940 90 ey lialal] Aaua dadde (B8 gy gall ga A 8 ]

Artinya: “Wali  di  cdalam nikah adalah orang yang mempunyai
puncakkebijaksanaan atas keputusan yang baginya menentukan sahnya akad
(pernikahan), maka tidaklah sah suatu akad tanpa dengannya, ia adalah ayah
atau kuasanya dan kerabat yang melinaungi, mu tik, sulthan aan penguasa
yang berwenang”.>’

Dengan melihat beberapa ketentuan tentang pengertian wali di atas dapat
kita ketahui bahwa wali yang dimaksud di sini adalah orang yang mengasuh
orang yang berada di bawah perwaliannya, dan dalam hal ini cenderung pada
wali dalam suatu pernikahan. Wali adalah orang/pihak yang memberikan izin
berlangsungnya akad nikah antara laki-laki dan perempuan.Wali nikah hanya
ditetapkan bagi pihak perempuan.®® Hal ini disebabkan karena tidak sah
perempuan melakukan pernikahan (akad nikah) baik untuk dirinya sendiri

maupun untuk orang lain, dengan dasar beberapa nash Al-Qur’an, sebagai

berikut:

AR5 58 Ay Aa ) Geale Ja )y cahaall Gedle sl Jis Gel
Artinya: “Dan  paraperempuan  mempunyal  hak  yang  seimbang
aengankewajibannya menurut cara yang makruf, akan tetapi para
suami mempunyal satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya,
aan é\g//ah maha perkasa lagi maha bijaksana. (QS. Al-Bagarah.

228).

36Sayld Sabiq, Figih Sunnah 7,(Jakarta: Kalam Mulia), 1990, 1.

¥ Abdurrahman Al-Jaziri, Al- -Figh ala>Al-Madzhabi al Arba ah, Juz 1V,( Beirut, Darl Al-Kutub
Al- Alamiyah,t.th),
38Sudarsono Sepu/uhAspekAgama Islam,(Jakarta: Rineka Cipta, 1994, 235).

*Depag RI, Al- -Qur"an Terjemahan,( Semarang: Asy-Syifa), 28.
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Serta firman Allah SWT:

A5 e b sl Kia ARSI
Artinya: “maka nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan

orang-orang yang lanyak (untuk menikah) dari hamba-hamba
sahayamu yang laki-laki dan perempuan”. (QS. An-Nue 32).%

Firman Allah SWT:

-“.‘;f \jj] ) S/f; b’\ :}’A a!ﬁ. aﬂjé
Artinya: “maka janganlah kamu menghalangi mereka, kawin lagi dengan
bakal suaminya”. (QS. Al-Bagarah: 232).*

Kemudian Ahmad Musthofa Al-Maraghi menafsirkan ayat:

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasul-Nya,
Jika kalian menjatuhkan talak karena isteri-isteri kalian hingga habis masa
lddah nya dan bekas suami mereka atau orang lain hendak menikahi mereka
aan mereka juga menghendaki demikian, maka jangankah kalian (wali-wali
merekfg mencegah melakukan pernikahan fjika keduanya sudah suka sama
Suka’.

Dalam hal ini Al-Maraghi menjelaskan dalam firman Allah:"a¢is"

menunjukan bahwasanya tidak ada halangan bagi laki-laki untuk melamar

perempuan atau janda tersebut langsung kepada dirinya untuk melakukan

pernikahan. Pada saat itu diharamkan pada walinya menahan dan menghalang-

halangi melakukan pernikahan dengan orang yang melamarnya.*®

Dalam “Nail Al-Autha®, karangan Abu Dawud, disebutkan hadis yang

berkenaan dengan wali nikah, yaitu:

oo el Ol ddile 3550 e A G s O Olasla (e
L@A\S.ﬁ dkb L@A\S.ﬁ d.b\.t L@A&a L@_w\]j ud\ Prx uﬁqﬁ\f\w\dﬁ

20Ibid., 282,
Ibid., 29.

*Ahmad Musthafa Al Maraghi, Tafsir Al Maraghi,Bahru Abu Bakar. (Semarang: Toha Putra, Cet.
1), 311-312.
“Ibid., 312
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(s ULl |5 i) 18 L i (g (il Loy el Leliley Ja (s Jlaly
(V) dadd) La o) 5 ) Al A gY (e

Artinya: “Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri, dari Urwah adari Aisyah,
Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: “barang

siapa diantara perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka

nikahnya batal. Karena apabila terjadi persetubuhan maka baginya
(perempuan yang dinikahi) berhak atas mahar dengan sebab
dihalalkannya fajrinya.Demikian pula apabila terjadr pertentangan

(tenang walinya) maka Sulthan adalah wali bagi seorang yang

tidak mempunyai wali”*

Selanjutnya Sayid Sabig menyertakan sebuah hadist yang dikutipnya,
sebagaimana disebutkan dalam karyanya Figih As-Sunah, yang berbunyi sebagai

berikut:

LF\\JJ.A;\::UJ) [_A}i\f‘c&y :d&:e_ua:&\ d}m_)ucw}au.a\ur—

(LA.@AA.&AJ ?SBJ\‘B u\.\; ud\} LSJA)ﬂ\JJJ\J

Artinya: “Dari Abu Musa, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. “tidak
sah nikah tanpa wali”*

Dengan melihat beberapa dasar hukum yang tersebut tadi dapat
disimpulkan bahwa peranan wali dalam suatu pernikahan sangatlah penting
karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan.

2) Macam-Macam Wali Nikah

Menurut Sayyid Sabig, dalam figih sunah disebutkan bahwa wali nikah itu
ada dua macam, yaitu: wali secara umum dan wali secara khusus yang dimaksud
wali secara khusus yaitu mengenai perwalian jiwa atau nyawa dan harta. dan

yang dimaksud dalam bahasan ini ialah perwalian mengenai jiwa atau nyawa

dalam perkawinan.*®

“AbusDawud, sunan AbuPawud, Juz 11, (Bairut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt), 95.
*®*Sayyid sabiq, Figih sunah,., 12.
“Ibid., 11.
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Sayuti Thalib dalam Hukum Keluarga Indonesia Bagi Umat Islam,
menyatakan bahwa wali itu bermacam-macam. Ada wali terhadap harta anak
yatim, ada wali untuk orang yang tidak kuat mengendalikan hartanya dan ada
yang pula bagi seorang perempuan dalam perkawinan.Yang dibicarakan di sini
adalah wali perkawinan.Wali dalam perkawinan ini disebut wali nikah.*

Menurut ajaran patrilinial, hanya pengantin perempuan saja Yyang
memerlukan wali nikah. Dan wali nikah itu selalu laki-laki orangnya. Wali nikah
ini pun menurut ajaran hukum perkawinan patrilinial terdiri pula atas bermacam-

macam:

a) Wali Nasab
.Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki bagi calon pengantin
perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon anggota
pengantin itu. Wali nasab berhak memaksa menentukan perkawinan dan
dengan siapa seorang perempuan mesti kawin, yang kemudian wali nasab ini

disebut dengan wali muybr.

b) Wali Hakim
Wali hakim ialah penguasa atau wakil penguasa yang berwenang dalam
bidang perkawinan. Biasanya penghulu atau petugas lain dari Departemen
Agama. Dalam hal ditemui kesulitan untuk hadirnya wali nasab atau ada
halangan-halangan dari wali nasab atas suatu perkawinan, maka seseorang

calon pengantin perempuan dapat mempergunakan bantuan wali hakim baik

* Sayuti thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku bagi Umat Islam, (jakarta: Penerbit
Universitas Indonesia), 1981,
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melalui pengadilan Agama atau tidak tergantung pada prosedur yang dapat
ditempuh.
c) Wali Hakam

Dapat juga bertindak sebagai wali, seseorang yang masih masuk keluarga
si perempuan walaupun bukan merupakan wali nasab, bukan mempunyai
hubungan darah dengan perempuan tersebut tetapi dia mempunyai pengertian
keagamaan yang dapat bertindak sebagai wali perkawinan. Dalam bilateral,
wali itu dapat saja dari keluarga bapa si calon pengantin dan dapat pula dari
keluarga pihak ibunya. Bahkan dalam pemikiran yang lebih jauh lagi dari
lingkungan penganut ajaran bilateral dalam hukum kekeluargaan Islam,
bahkan wanita pun dapat jadi wali nikah.

d) Wali Muhakam

Muhakam ialah seorang laki-laki bukan keluarga dari perempuan dan
bukan pula dari pihak penguasa, tetapi mempunyai pengetahuan keagamaan
yang baik dan dapat menjadi wali dalam perkawinan. Dalam hal sama sekali
tidak dapat lagi dicari wali dari pihak pemerintah, untuk kesempurna
perkawinan, seyogyanyalah, dipilih seseorang lain untuk menjadi wali dalam
arti Muhakam ini bagi golongan yang mensyaratkan adanya wali nikah.*
Berbeda dengan Sudarsono, ia menyatakan bahwa dalam pernikahan terdapat

tiga macam wali, yaitu: wali mujbir, wali nasab, wali hakim.

Adapun wali musbir (wali dengan hak memaksa) yaitu wali nikah yang

mempunyai hak memaksa anak gadisnya menikah dengan seorang laki-laki dalam

*3ajuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1974), 66-70.
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batas yang wajar. Wali muybir ialah mereka yang mempunyai garis keturunan ke
atas dengan perempuan yang akan menikah. Yang termasuk wali mujbir ialah
mereka yang masuk dalam garis keturunan garis patrilinial sampai seterusnya ke
atas.Wali muyjbir dapat mengawinkan anak gadisnya tanpa persetujuan putrinya
jika penting untuk kebaikan putrinya.

Kemudian wali nasab, yaitu wali nikah yang mempunyai hubungan keluarga
dengan calon pengantin perempuan.Wali nasab ialah saudara laki-laki sekandung,
bapak, paman beserta keturunannya menurut garis patrilinial (laki-laki).

Dan wali hakim yaitu wali yang ditunjuk dengan kesepakatan kedua belah pihak
(calon suami istri). Wali hakim itu harus mempunyai pengetahuan sama dengan
gadhi. Pengertian wali hakim ini termasuk gadhi di pengadilan.*®

Menurut Beni Ahmad Soebani, dalam bukunya Figh Munakahat ia membagi
wali nikah menjadi lima macam, yaitu:

a. Wali Nasab
Wali nasab adalah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan wanita
yang akan melangsungkan pernikahan. Wali nasab itu sendiri terbagi menjadi
dua yaitu: wali agrab (dekat) dan wali ab”ad (jauh). Dalam urutan tertera
tersebut, yang termasuk wali agrab adalah wali ayah, sedangkan wali jauh
adalah kakak atau adik ayah.yang berikutnya terus kebawah menjadi wali
jauh.

b. Wali Hakim

*Sudarsono, Sepuluh Aspek Agama Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994.)., 237-239.
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Wali hakim adalah wali nikah yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan
atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa dari pemerintah.
c. Wali Tahkim

Wali tahkim adalah wali yang diangkat oleh calon suami dan atau calon
istri.

d. Wali Maula

Wali maula yaitu wali yangmenikahkan budaknya, artinya majikannya
sendiri.

e. Wali Mujbir

Wali mujbir adalah wali bagi orang yang kehilangan kemampuannya,
seperti orang gila, belum mencapai umur, mumayiz termasuk yang di
dalamnya perempuan yang masih gadis maka boleh dilakukan wali mujbir
atas dirinya.*

Sedangkan menurut Abdurrahman al-Jaziri, bahwa jika dilihat dari
seginya, wali nikah menurut macamnya dibagi menjadi dua, yaitu: wali
mufbirdan wali ghairu mujbir,

Y Sl agle Al (e am a5 3 G Al i (A e ) () 1) iy

A el (Sl aiaa¥ dredlld Al Gl yima e (J g5 0lguda ) 5 433 O 5
ola s 4N gl adde Al (e 031 (52 2 5 0 )

Artinya: “wali dibagi menjadi dua yaitu wali mujbir yang baginya berhak
untuk menjodohkan seseorang yang berada dalam perwaliannya

meski tanpa seizing dan seridho orang yang diwakilkannya,; kedua

yaitu wali ghoiru muybir, baginya tidak ada hak di dalam wali
mufbir melainkan  sebaliknya, dan tidaklah sah baginya

*°Beni Ahmad Soebani, Figh Munakahat, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 247-252
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menjodohkan dengan tanpa seizin orang yang ada hak wali dan
ridhonya.”*

Kemudian masih dengan hal yang sama ia menyatakan:

Glo Il 388 Y 5l Jinad janall W) Y 1 dpgial)
dial lgale (B8 gy yima e (Jyobdic Guld (g al gl oia el su il

O sinall glallas yuraall g jurall JLAL jaall A6l (aidy g

Artinya: “Golongan Hanafiyah berpendapat bahwa tidak ada wali kecuali
mufbir, karena arti dari perwalian disini adalah memutuskan
penaapat atas orang lain baik ia rela atau tidak, maka tidak ada wali

bagi mereka kecuali wali mujbir yang dapat memutuskan pada
akaadnya, dan dikhususkan bagi wali mujbir untuk memaksa anak

kecil perempuan secara mutlak (demikian pula orang (kewalian)

yang majnun laki-laki ataupun perempuan meskipun telah

dewasa” >

Dalam KHI wali nikah terdiri dari:

1. Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok
yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan
kekerabatan dengan calon mempelai wanita.

2. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak
ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat

tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan,®®

3) Syarat dan Rukun Wali Nikah

> Abdurrahman al-Jaziri, al- figh alamadzhabi al arbaah.(it,t,th), 31

52 n;
Ibid., 31
>>Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 7-8.
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Para ulama mazdhab sepakat bahwa orang-orang yang telah mendapat
wasiat untuk menjadi wali harus memenuhi kriteria yang telah disepakati oleh
para fugoha>Mengenai syarat syahnya wali, Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah
mengatur pada Pasal 20 ayat 1 tentang wali nikah yaitu:

“yang bertindak sebagal wali nikah ialah seorang laki-laki yang
memenuhi syarat hukum fslam yakni muslim, agil dan baligh”>*

Sayyid Sabig dalam figih sunnah menyatakan bahwa syarat-syarat wali
nikah adalah sebagai berikut:
1. Orang merdeka
2. Telah sampai umur atau sudah baligh, baik yang walinya orang islam maupun
orang non-islam. Oleh sebab itu, maka budak belian tidak boleh menjadi wali
nikah dalam perkawinan.
3. Berakal.
4. Beragama Islam, jika yang dinikahkan itu seorang muslim maka yang menjadi
wali harus muslim.>®
Ahmad Rofiq dalam Hukum Islam di Indonesia menyatakan bahwa syarat
wali adalah laki-laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat
halangan perwalian.*®Dalam terjemahan khulasah kifayatul akhyar, disebutkan
bahwa syarat wali atau saksi dalam pernikahan harus mempunyai 6 syarat
sebagaimana tersebut di atas. Selain syarat-syarat tersebut dicantumkan pula

beberapa catatan bagi wali atau saksi yaitu sebagai berikut:

**Ibid., 7

>>Sayyid sabiqg,Figih Sunnah, (tt,t.th,), 12
*°Ahmad Rofig, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 84.
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1. Orang yang rusak akalnya karena tua atau sakit tidak boleh menjadi wali.
Kewaliannya harus dipindah. Demikian juga menurut suatu pendapat bahwa
orang yang sangat bodoh tidak boleh menjadi wali; sebab tidak mengerti
kebaikan untuk dirinya apa lagi kebaikan untuk orang lain; seperti anak kecil.

2. Budak tidak boleh menjadi wali. Sebab tidak menguasai wali dan tidak
menguasai orang lain.

3. Perempuan tidak boleh menjadi wali, sebagai mana keterangan di atas.

4. Dalam hal wali; harus orang Islam yang baik (tidak fasik). Dalam ini ia
menyatakan bahwa kebanyakan orang sekarang (selain orang-orang khurasan)
berfatwa dengan: “orang fasik boleh menjadi wali” Ketika Imam Ghazali
ditanya tentang kewalian orang fasik, beliau menjawab, kalau Kkita
memberinya (orang fas/ik) kewalian, terlebih dahulu diadukan pada hakim,
bagaimana hakim menilainya. Kalau tidak diterima oleh hakim, maka tidak
dipergunakan.

5. Orang yang buta boleh menikahkan (menjadi wali), tidak ada perbedaan
pendapat sedang orang yang bisu, kalau bisa menikahkan dengan tulisan atau
isyarat yang bisa difahami, boleh; kalau tidak, ia tidak berhak menjadi wali.

6. Syarat-syarat yang harus ada pada wali sebagaimana tersebut harus ada pada
kedua saksi. Pernikahan yang tidak ada 2 orang saksi, tidak sah. Saksi harus

bisa mendengar, mengetahui dan melihat.*’

Kemudian Ibnu Rusyd dalam kitab Biaapatu’l-Mujtahid Jilid 2, mengenai

sifat-sifat negatif bagi seorang wali, maka fugaha telah sependapat bahwa sifat-

*’Moh. Rifa’i, Dkk, Khulashah Kifayatul Akhyar, (Semarang: Cv. Toha Putra, 1978), 281-282.
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sifat positif tersebut adalah: Islam, dewasa, dan lelaki; sedang sifat-sifat negatif
adalah kebalikan dari sifat-sifat tersebut, yaitu; Kufur, belum dewasa dan wanita.

Kemudian fugaha berselisih pendapat tentang tiga orang, yaitu: hamba
sahaya, orang fasik dan orang bodoh. Mengenai kecerdikan (ar-rusyd), maka
menurut pendapat yang terkenal dalam madzhab Maliki, yakni menurut pendapat
kebanyakan yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah.

Imam Syafi’i berpendapat bahwa kecerdikan menjadi syarat dalam
perwalian. Pendapat seperti ini juga diriwayatkan dari Imam Malik. Asyhab dan
Abu Mush’ab juga mengemukakan pendapat yang sama dengan Imam Syafi’i.
Sedang pendapat ini disebabkan kemiripan kekuasaan dalam menikahkan dengan
kekuasaan (perwalian) dalam urusan harta benda.

Mengenai keadilan, maka pendapat mengenai fugaha berselisih pendapat
mengenai segi kaitannya dengan kekuasaan untuk menjadi wali, dimana apabila
tidak terdapat keadilan, maka tidak dapat dijamin bahwa wali tidak akan
memilihkan calon suami yang seimbang bagi wanita yang berada di bawah
perwaliannya.

Oleh sebab tidak sempurnanya hamba sahaya, maka ia diperselisihkan
tentang keadilannya.”®
4) Kedudukan Wali Dalam Pernikahan

Pada madzhab Syafi’i’ kedudukan wali dalam perkawinan dinyatakan

bahwa wali merupakan salah satu syarat yang sah untuk sahnya nikah.

**Ibnu Rusyd, Bidayatu "I Mujtahid, ( Semarang: Asy-Syifa, 1990), 372-373.
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Pernikahan tanpa adanya wali adalah tidak sah. Adapun alasan-alasan tentang

diwajibkan adanya wali dalam suatu pernikahan adalah:

a8 Jgdlaga 555 e e ALUS 5 dmdlal 5 LS i)
Co Jlailea s 3o il yall DUl ady 4dlie Gty (po sl sl (05
chan V) Al CulSliYIAS gina ) Aldled yiraa gl 3 HuS CilSe) g J) 52V
Lea ) sledd] Osuleal s

Artinya: “Telah sepakat golongan Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah
atas pentingnya keberadaan wali dalam suatu pernikahan, maka setiap nikah
yang didapati tanpa adanya wali atau tanpa adanya pengganti atas
kedudukannya (wali) adalah batal hukumnya. Dari itu, tidak ada seorang
perempuan pun yang aapat melakukan atau melangsungkan akad nikahnya,
baik gadis yang telah dewasa, kecil, berakal maupun majnunah, kecuali ia

telah dewasa dan menyjadi janda, maka disini seorang wali dianggap kurang

bark bila dengan kemauannya menikahkan lagi tanpa seizin anaknya yang

Janda tersebut dan atas ridhonya””’

Akan tetapi, lain halnya dengan Abu Hanifah, dalam madzhab Hanafiyah,
seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal sehat, berhakmengawinkan
dirinya atau mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil dan atau
anaknya vyang majnurah, atau boleh pula mengawinkan dirinya atau
mengawinkan dengan mewakilkan kepada orang lain dan juga anaknya yang
masih kecil atau anaknya yang majnurah tadi. Hal ini disebabkan karena
menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu ada tiga, yakni: ijab, kabul, dan
perpautan antara keduanya (ijab dan gabul).

Jadi dengan demikian, apabila walinya menyanggah pernikahan anaknya,
maka hal ini tidak dibenarkan, terkecuali kalau perempuan tersebut menikah

dengan lelaki yang tidak se-kufu. Hal yang senada juga dikatakan oleh Abu

*’Al-Jaziri, Abdurrahman, a/-Figh ‘ala Al-Madzhab al Arba’ah, Juz 1V, (Beirut, Darl Al Kutub
Al- Alamiyah),.tt, 50-51.
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Yusuf dan Abu Tsaur, mereka berpendapat bahwa sah perempuan menikah, asal
sudah diizinkan oleh walinya. Tetapi jika ia menikah dengan tidak diizinkan oleh
walinya, lalu keduanya mengadukan pernikahan itu kepada hakim dan hakim pun
menetapkan sah pernikahan itu, maka tidak boleh hakim itu membatalkan.®°

Dalam hal ini Allah SWT berfirman:

3l Gl (3 Gledlaid oKile #1430
Artunya: “maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka
berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut”. (Qs. Al-Bagarah:
234)%

Dengan ayat tersebut menjadi dalil tentang kebolehan seorang
perempuan bertindak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Oleh karena itu,
pandangan golongan Hanafiyah dikenal sebagai golongan yang sangat rasional,
karena wali hanya diperlukan bagi anak perempuan yang masih kecil atau bagi
mereka yang telah dewasa, namun secara hukum tidak dapat dianggap mampu
untuk berbuat hukum (karena kurang akal atau gila) atau dengan istilah lain,
mereka yang telah dewasa berhak menikahkan dirinya dengan syarat orang yang
dinikahi se-kufu. Dalam hal ini wali pun masih berhak membatalkan akadnya.

Demikian pula madzhab Hanabilah, adanya wali menjadi syarat sah
nikah, namun kedudukannya sebagai rukun dalam nikah sebagaimana dijelaskan

dalam figh madzhab arba’ ahyaitu:

Artinya: “golongan Hanabilah berpendapat. untuk dijadikan sahnya nikah

terdapat empat syarat: syarat yang ketiga yaitu adanya wali”. %

®Hasby Ash-Shiddieqy, Hukum-hukum Figh Islam; Tinjaun Antar Mazdhab,
( Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), 222.

*'Departemen Agama RI.,A/-Qur’an dan Terjemah Al-Hikmah, (Bandung : Diponegoro,2000), 30.
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Kemudian dalam figh lima madzhab bahwa mayoritas ulama Imamiyah
berpendapat bahwa seorang wanita baliqg dan berakal sehat, disebabkan oleh
kebalighan dan kematangannya itu, berhak bertindak melakukan segala bentuk
transaksi dan sebagainya, termasuk juga dalam persoalan perkawinan, baik dia
masih perawan maupun janda, baik punya ayah, kakek dan anggota keluarga
lainnya, maupun tidak, direstui ayahnya maupun tidak, baik dari kalangan
bangsawan maupun rakyat jelata, kawin dengan orang yang memiliki kelas sosial
tinggi maupun rendah, tanpa ada seorang pun betapapun tinggi kedudukannya
yang berhak melarangnya. la mempunyai hak yang sama persis kaum lelaki.®

Hal senada juga disampaikan Abdurrahman 1Doi dalam /nilah Syari*at
Islam bahwa para ulama mazhab dan Maliki telah menganggap persetujuan untuk
menikahkan seseorang tertentu dengan anak asuhnya, sebagai salah satu unsur
bagi sahnya perkawinan dalam islam, sedang mazhab Hanafi dan Hanbali
menganggap izin wali hanya sebagai suatu syarat saja. Kedua mazhab terakhir ini
justru lebih menekankan pentingnya ijab dan gabul.®*

Dari uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa kedudukan wali masih
merupakan suatu yang diperdebatkan, karena di salah satu golongan wali nikah
merupakan salah satu rukun nikah dan di satu golongan wali nikah merupakan
salah satu syarat sah pernikahan.

A. Teori Maslahah Dalam Hukum Islam

S2Abdurrahman al jaziri, A/-Figh ‘ala Al-Madzhabil Arba’ah, Juz IV,( Beirut, Dar Al Kutub Al-

élamiyah,t.th), 20-21.
Muhammad Jawad Mughniyah, Figh Lima Mazhab, (Jakarta: Lentera, 2013), 346.

* Abdur Rahman 1 Doi, Inilah Syari “ah Islam, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, t.th), 202-203
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1. Pengertian Maslahah Mursalah
Menurut bahasa, maslahah berarti manfa’at dan kebaikan sedangkan
mursalah berarti terlepas. Menurut istilah maslahah mursalah berarti
kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara’dalam penetapan hukum dan
tidak ada dalil yang melarang atau menyuruhnya. Pada hakektnya maslahah
mempunyai dua sisi positif (ijabi) dan sisi negatif (salabi) sisi positif berupa
merealisasikan kebaikan (ijad al-manfa’ah). Sedangkan sisi negatif berupa
menolak kerusakan atau bahaya (daf’ almafsadah).
2. Syarat-Syarat Maslahah Mursalah
Maslahah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:
a. Maslahah tersebut harus yang hakiki, bukan sekedar maslahah yang
diduga atau di asumsikan.
b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan
pribadi atau khusus.
c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan magasid al-syari’ah.
d. Kemaslahatan tersebut harus sesuai pengambialan tersebu dan sejalan
dengan akal sehat.
e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan
kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan Aajiyah atau tahsiniyah.
3. Pembagian maslahah
Dari segi pandangan syara’ terhadapnya, maslahah dibagi menjadi tiga,

yaitu:
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a. Maslahah mu’tabaroh, yaitu maslahah yang di dukung oleh syari’ (Allah

SWT) dan dijadikan dasar dalam penetaopan hukum.

b. Maslahah mulghoh, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari’ (Allah

SWT) dan syari’ menetapkan kemaslahatan lain selain itu

C. Maslahah Mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomondir dalam
nash dan /jma’, serta tidak di temukan nash dan jjma’ yang melarang
atau menolaknya.

Berdasarkan tingkatanya maslahah dapat dibagi kedalam tiga
tingkatan, yaitu:

1. Maslahah Dhorukiyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi
kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka.®
Pengabaian terhadap maslahah dhoruriyah dapat berakibat pada
terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunya
adzab di akhirat. Maslahat ahoruriyah disyari’atkan untuk menjamin
dan melindungi kelestarian agama(//fz al-dir), melindungi jiwa (/A/ifz
al-nafs), melindungi akal (hifz al-agl), melindungi keturunan (A/ifz al-
nasl), dan melindungi harta (4/fz al-mak

2. Maslahah Hajipah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh
manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala
halangan. Pengabaian terhadap maslahah hajiyah tidak menimbulkan

ancaman bagi keberlangsungan hidup manusia, tetapi akan

® Alaidin Koto, //mu Figih dan Ushul Figh (jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2004), 122.
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menimbulkkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karenanya dari ini

dirumuskan kaidah figih :

Fladdl cila e st aldall & o
“Menolak kemudkaratan lebih diutamakan daripada mengambil
kemaslahatan”

Maslahah Tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada
prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara

keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat.



